
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 100 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 123 
TAHUN 2022 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional 
dan meningkatkan pelayanan air minum kepada 
masyarakat Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif 
Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada 
Kota Surabaya; 

b. bahwa untuk mengakomodir pembebasan tarif pemakaian
air minum bagi Lanjut Usia Tunggal dan Warakawuri,
maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun
2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Surya Sembada Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota
Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 
71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif 
Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 406); 
 

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peratuarn Daerah Kota Surabaya Nomor 
13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2014 Nomor 13); 
 

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Dan Penyediaan Air Minum 
Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 38); 
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9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 
tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum 
Surya Sembada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 125). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG 
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA. 

 
 

 

PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan 
Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 125) diubah 
sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah dan setelah angka 10  
ditambahkan 2 (dua) angka baru sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal I 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surabaya; 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya; 
 

3. Perusahaan adalah BUMD Air Minum, suatu badan 
usaha berbentuk Perusahaan Daerah yang seluruh 
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan 
nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada 
Surabaya; 

 
4. Direksi adalah para Direktur Perusahaan yang terdiri dari 

Direktur Utama dibantu oleh Direktur Operasi, Direktur 
Pelayanan dan Direktur Keuangan pada Perusahaan 
Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya; 

 

5. Pelanggan adalah masyarakat atau badan atau institusi 
yang terdaftar di Perusahaan sebagai penerima layanan 
air minum;  

 
6. Pelanggan Khusus adalah Pelanggan dengan tarif 

kesepakatan yang diatur dalam perjanjian; 
 

7. Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara 
Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata 
resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara 
aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain 
dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan 
mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta 
secara aktif dalam pasukan internasional di bawah 
mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah 
ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran 
Republik Indonesia; 
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8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah
kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan
Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3)
atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh
Perusahaan yang wajib dibayar oleh Pelanggan;

9. Tarif pra bayar adalah tarif yang berlaku bagi pelanggan
yang menggunakan meter pra bayar;

10. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung
berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan
Pelanggan.

11. Warakawuri adalah isteri seorang Militer
/Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/
tewas/meninggal dunia masih menjadi isteri yang sah
menurut peraturan yang berlaku.

12. Lanjut Usia Tunggal adalah seseorang yang berusia 60
(enam puluh) tahun atau lebih yang terdaftar seorang
diri dalam Kartu Keluarga dan tinggal sendiri.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 

(1) Besaran Tarif Air Minum yang dibebankan kepada
pelanggan disesuaikan dengan Kelompok Pelanggan dan
Struktur Pemakaian Air Minum.

(2) Setiap Kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibedakan dalam beberapa kode tarif yang
merupakan suatu bentuk klasifikasi tarif pelanggan.

(3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan satu
pasal baru yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A 

(1) Bagi Veteran, Warakawuri dan Lanjut Usia Tunggal
dibebaskan dari tarif pemakaian air minum dengan
pembatasan tertentu yang diatur dalam Peraturan
Direksi.

(2) Lanjut Usia Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dibebaskan dari tarif pemakaian air minum
harus memenuhi kriteria:
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a. tinggal sendiri; dan

b. daya listrik maksimal 900 VA (sembilan ratus Volt
Ampere).

PASAL II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di  Surabaya 
pada tanggal 31 Agustus 2023 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 31 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

       ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
 Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 100 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 
Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 
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